A.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan

Implementasi Kebijakan Puspaga Al Inayah di Kabupaten Tangerang sebagai
berikut :

1.

Dilihat dari Aspek Tujuan dan Standar Kebijakan, bahwa Implementasi
Kebijakan Puspaga Al Inayah di Kabupaten Tangerang sudah berjalan
dengan baik hal ini dibuktikan dengan informasi yang diperoleh dari informan
bahwa para pelaksana kebijakan sudah melaksanakan kebijakan Puspaga
sesuai Buku Pedoman Standar Kebijakan Puspaga yang diterbitkan
Kementerian PP dan PA, sedangkan untuk sasaran kebijakan juga sudah
tepat yaitu untuk orang tua atau wali atau keluarga yang mempunyai masalah
dan membutuhkan bantuan pendampingan atau konsultasi untuk
menyelesaikan masalah pengasuhan terhadap anak.
Dilihat dari Sumber Daya

Sumber daya manusia (SDM) sudah cukup memadai, Pengurus
Puspaga Al Inayah Kabupaten Tangerang terdiri dari 12 pengurus dan
mempunyai latar belakang Pendidikan sebagai guru, sehingga para pengurus
dapat melakukan pendampingan atau memberikan nasihat bila ada keluarga
yang mengalami masalah dengan kategori ringan seperti anak susah belajar,
tidak fokus atau nilai pelajaran masih rendah, tetapi untuk kasus yang berat
atau membutuhkan tenaga psikolog maka akan di sarankan untuk
berkonsultasi dengan psikolog.

Di SDM masih ada kendala vyang terjadi yaitu kurangnya tenaga
psikolog yang datang setiap hari ke Puspaga Al Inayah untuk memberikan
layanan konsultasi, kurangnya apresiasi kepada 12 pengurus Puspaga, tidak
ada pembinaan terhadap pengurus Puspaga Al Inayah terutama dalam
bimbingan teknis menangani kasus dan pengembangan Puspaga, tidak ada
kaderisasi, tidak ada kerjasama dengan perguruan tinggi yang mempunyai

program studi Psikolog.
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Sedangkan dari sumber daya anggaran masih ada beberapa
kendala diantaranya Puspaga Al Inayah membiayai semua biaya operasional
kantor beserta gaji para pengurus serta membiayai kegiatan sosialisasi
parenting, Dinas PP dan PA belum memberikan anggaran untuk
mengadakan sosialisasi parenting serta untuk pengembangan Puspaga.
Dinas PP dan PA belum merespon kebutuhan anggaran yang diperlukan
Puspaga Al Inayah, Dinas PP dan PA baru memberikan tenaga Psikolog
sesuai jadwal yang ditentukan .

Dilihat Dari Aspek Komunikasi terlihat ada beberapa kendala diantaranya
komunikasi hanya selintas antara Dinas PP dan PA dengan Ketua Puspaga Al
Inayah. Dinas PP dan PA belum merespon keluh kesah kesulitan Puspaga
serta pengembangan program Puspaga. Dinas PP dan PA Kabupaten
Tangerang di tahun 2022 lebih banyak mengadakan sosialisasi ke kecamatan
dan sekolah-sekolah untuk mengenalkan Puspaga karena masih banyak
warga dan pelajar yang belum mengetahui tentang Puspaga. Komunikasi
terhambat juga karena adanya pandemic COVID 19 sehingga membatasi
pertemuan tatap muka dengan klien dan Puspaga binaannya, serta
keterbatasan SDM dan seringnya mutasi pegawai di Dinas PP dan PA juga
menjadi kendala komunikasi dengan Puspaga AL Inayah.

Dilihat Dari Karateristik Organisasi Pelaksana dimana karateristik
organisasi pelaksana dalam implementasi kebijakan ini sudah terlaksana
dengan baik, hal ini terbukti dengan adanya struktur organisasi adanya pola
hubungan, birokrasi, dan norma yang terjadi pada birokrasi di mana
mempengaruhi implementasi program, sehingga perlu adanya SOP agar tidak
terjadi fragmentasi kelembagaan. Adanya peran dan tanggungjawab masing-
masing pihak, dan adanya SOP, dengan adanya SOP maka pelayanan
Puspaga akan sesuai standar dan mudah di kontrol oleh Lembaga yang
berada di atasnya, masing-masing pihak sudah melaksanakan sesuai tugas
dan tanggungjawabnya.

. Dilihat Dari Sikap Para Pelaksana dalam melaksanakan kebijakan Puspaga
dapat disimpulkan bahwa para pelaksana kebijakan sudah berjalan dengan
baik hal ini terlihat bahwa para pelaksana memahami isi kebijakan, sasaran

kebijakan dan melaksanakan kebijakan dengan baik dari segi tugas dan
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tanggungjawabnya. Para pelaksana menerima dan melaksanakan serta
mendukung kebijakan tersebut, para pelaksana menyadari manfaat bagi
warga atau masyarakat yang mempunyai masalah dalam pengasuhan anak
atau permasalahan dalam keluarga. Intensitas pelayanan dari Puspaga Al
Inayah dengan membuka setiap hari layanan konsultasi bagi masyarakat
yang membutuhkan layanan.

6. Dilihat dari Aspek Lingkungan Sosial, Politik Dan Ekonomi pada
pelaksanaan kebijakan ini sudah berjalan dengan baik terbukti adanya
dukungan dari masyarakat sekitar yang mendukung kebijakan ini. Masyarakat
sekitar telah memanfaatkan pelayanan di Puspaga Al Inayah untuk melakukan
konsultasi bila terjadi permasalah pengasuhan di keluarga, dukungan juga
datang dari Kecamatan Rajeg dan Kepolisian Sektor Rajeg. Kecamatan Rajeg
sangat mendukung pelaksanaan Puspaga karena Puspaga termasuk indikator
dalam penilaian Evaluasi Kota Layak Anak, yang mewajibkan setiap
kecamatan harus mempunyai layanan konsultasi keluarga untuk masyarakat
yang membutuhkan pelayanan. Sedangkan Polres Rajeg sangat mendukung
karena dengan adanya Kebijakan Puspaga diharapkan agar orang tua dapat
mendidik anak dengan baik dengan penuh kasih sayang sehingga tidak terjadi
tawuran pelajar, perkelahian antar pelajar, kasus kekerasan terhadap anak
dan kasus bullying bisa menurun.

Sedangkan dari faktor politik, maka semua Operasional Perangkat Daerah
(OPD) dalam hal ini Kecamatan Rajeg dan Polresta Rajeg sangat mendukung
program ini.

Untuk faktor ekonomi dalam hal ini Kecamatan Rajeg sudah memberikan
pelatihan untuk peningkatan UMKM, dan pembukaan bazar di lapangan
Kecamatan Rajeg dapat diikuti oleh semua warga Rajeg dengan diberikannya
pelatihan dan bazar diharapkan ada peningkatan pendapatan keluarga
sehingga dengan pendapat itu keluarga dapat memenuhi hak-hak anak baik

pendidikan ataupun gizi anak.
B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian diatas, maka peneliti memberikan

beberapa saran atau strategi yang dapat dijadikan sebagai masukan dan
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pertimbangan agar Implementasi Kebijakan Puspaga Al Inayah Kabupaten

Tangerang dapat terlaksana lebih baik lagi.

Adapun saran-saran (strategi) sebagai berikut

1.

Berkaitan dengan Aspek Tujuan dan Standar Kebijakan sudah terlaksana
dengan baik, maka untuk aspek ini harus dipertahankan dan lebih ditingkatkan
lagi.

. Berkaitan dengan Aspek Sumber daya

a. Sumber Daya Manusia

Saran atau strategi untuk meningkatkan pelayanan di Puspaga
khususnya dibidang sumber daya manusia, yaitu : meningkatkan motivasi
kerja. mengikuti pelatihan penangan kasus, meningkatkan kesejahteraan
pengurus, adanya kaderisasi, adanya kerja sama dengan perguruan tinggi
yang memiliki program studi psikolog. Dari beberapa saran atau strategi untuk
meningkatkan kualitas pelayanan di Puspaga maka yang paling tepat saat ini
untuk dilaksanakan adalah kerjasama dengan perguruan tinggi yang memiliki
program studi psikolog, dengan adanya kerjasama ini maka kebutuhan tenaga
psokolog bisa terpenuhi tanpa harus mengeluarkan biaya, mahasiswa yang
membutuhkan tempat magang bisa praktik langsung menangani kasus yang

membutuhkan pendampingan dari psikolog.

. Sumber Daya Anggaran

Sedangkan masalah sumber daya anggaran maka ada beberapa saran
atau strategi yang harus dilakukan untuk meningkatkan pelayanan di
Puspaga Al Inayah vyaitu : Dinas PP dan PA Kabupaten Tangerang
memetakan kebutuhan Puspaga binaan terutama Puspaga AL Inayah, Deputi
Bidang Pemenuhan Hak Anak mengalokasikan anggaran memberikan dana
stimulan. Dana stimulan untuk mengapresiasi bagi Puspaga dengan biaya
mandiri yang telah memberikan layanan bagi warga yang membutuhkan
konsultasi. Dinas PP dan PA kabupaten Tangerang memakai dana alokasi
khusus (DAK) untuk membiayai kebijakan Program PP dan PA dengan
mengajukan proposal kebutuhan anggaran ke Biro Perencanaan Kementerian
PP dan PA. Puspaga menjalin kerja sama dengan BKKBN, Dinas kesehatan

atau dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama terkait
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dengan sosialisasi pola pengasuhan anak yang benar di keluarga,
mengundang pembicara yang kompeten untuk memberikan materi
pengasuhan anak yang benar kepada warga sekitarnya dengan biaya gratis.
Di antara beberapa saran atau strategi tersebut strategi yang paling
tepat dilakukan saat ini adalah Puspaga menjalin kerja sama dengan BKKBN,
Dinas Kesehatan atau dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas
Kementerian Agama terkait dengan memberikan sosialisasi pola pengasuhan
anak yang benar di keluarga, mengundang pembicara yang kompeten untuk
memberikan materi pengasuhan dengan biaya gratis, karena tidak ada biaya,
dengan adanya kerja sama dengan instansi terkait maka instansi tersebut

akan membantu memberikan nasrasumber sesuai bidangnya.
Berkaitan dengan Aspek Komunikasi

Untuk mengatasi permasalahan komunikasi ada beberapa saran atau
strategi yang harus dilakukan, strategi yang paling utama adalah melakukan
komunikasi berkelanjutan atau dialog kinerja antara Dinas PP dan PA
Kabupaten Tangerang dengan Puspaga Al Inayah untuk memantau program
layanan konsultasi dan pengembangan Puspaga. Pendampingan sangat
diperlukan agar program berjalan lebih lama dan mencapai sasaran,
komunikasi tidak hanya sekilas tetapi harus terus menerus dilakukan agar
para pelaksana konsisten untuk melaksakan program. Dialog kinerja antara
Puspaga Al Inayah dan Dinas PP dan PA perlu dibangun untuk mengatasi
kendala-kendala dalam pelaksanaan kebijakan Puspaga serta perbaikan-
perbaikan yang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan Puspaga.
Di samping itu manfaat dialog kinerja juga untuk meningkatkan pemahaman
tentang kebijakan Puspaga, dapat meningkatkan kinerja organisasi,
meningkatkan kompetensi pengurus Puspaga, memotivasi pengurus, adanya
solusi dan pemecahan masalah, meningkatkan hubungan kerja.

. Berkaitan dengan Aspek Karateristik Organisasi Pelaksana sudah
terlaksana dengan baik maka harus dipertahankan dan lebih ditingkatkan lagi
. Berkaitan dengan Aspek Sikap Para Pelaksana sudah terlaksana dengan

baik maka harus dipertahankan dan lebih ditingkatkan lagi
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6. Dilihat dari Aspek Lingkungan Sosial, Politik Dan Ekonomi sudah

terlaksana dengan baik maka harus dipertahankan dan lebih ditingkatkan lagi.

3. Rencanatindak lanjut yang akan dilaksanakan :

a. Menyampaikan hasil rekomendasi kepada Kepala Dinas PP dan PA
Kabupaten Tangerang dan Ketua Puspaga Al Inayah Kabupaten
Tangerang untuk bersama-sama menindaklanjuti hasil rekomendasi
tersebut.

b. Menyampaikan Hasil rekomendasi kepada Asisten Deputi Pemenuhan
Hak Anak Atas Pengasuhan dan Lingkungan (Deputi Bidang Pemenuhan
Hak Anak) untuk ditindak lanjuti agar dapat menjadi bahan pertimbangan

dalam merevisi Pedoman Standar Pelaksanaan Puspaga
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